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ABSTRAK 

Annisa Ahmad Daus, (2024) : 

 

 

 

 Tujuan Penelitian ini adalah Tugas dinas perhubungan dalam 

pengujian kendaraan, yaitu melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada 

kendaraan guna mengetahui keadaan kendaraan tersebut layak atau tidaknya 

digunakan dijalan. Rumusan masalah ialah bagaimana tugas dinas 

perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat 

di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apa faktor penghambat 

pelaksanaan tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan 

barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan,menggambarkan Tugas Dinas Perhubungan Dalam 

Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota 

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memerlukan data primer dan sekundernya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugas Dinas Perhubungan 

Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah 

Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni dengan menetukan standar 

pengujian kendaraan,melakukan pengukuran,dan melakukan perbaikan.  Hal 

ini dinilai belum terlaksana secara maksimal karena masih banyak 

kendaraan barang maupun masyarakat yang tidak mengikuti pengujian 

kendaraan. Faktor penghambat ada 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor 

penghambat eksternal dalam pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan yaitu 

Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan dan 

Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan, 

Sementara itu faktor penghambat internal dalam pelaksanaan Tugas Dinas 

Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan ialah Kurangnya Pengawasan dan 

Penegakan Hukum yang belum optimal, Jumlah Sumber Daya Manusia 

(SDM) Terbatas ,Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap,dan  Kurangnya 

Sosialisasi. 

Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Tugas, Pengujian, Kendaraan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu urusan dari pemerintah adalah bidang perhubungan yakni 

pelayanan dan pemberdayaan transportasi. Transportasi merupakan bagian 

tak terpisahkan dari sejarah manusia. Bangsa-bangsa terdahulu yang 

memiliki keunggulan teknologi transportasi menguasai peradaban kuno. Di 

zaman modern, semakin efisien sistem transportasi dan logistik nasional, 

maka semakin besar daya saing ekonomi yang dimiliki negara tersebut.
1
 

Organisasi angkutan mobil dan angkutan jalan  harus mampu menjamin 

cakupan pelayanan, memperhatikan keselamatan masyarakat, kelestarian 

lingkungan hidup, serta terciptanya keamanan dan keselamatan dalam 

penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan jalan. Kehati-hatian 

diberikan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang  digunakan di 

jalan raya selalu memenuhi persyaratan teknis dan lalu lintas, termasuk 

persyaratan pembatasan emisi  dan kebisingan. Pada prinsipnya persyaratan 

teknis dan keselamatan jalan raya adalah wajib bagi semua kendaraan yang 

digunakan di jalan raya. Namun saat ini, berdasarkan Keputusan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, jenis kendaraan yang perlu 

                                                           
1
 Iman Haryanto Wiryanta, Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik 

Transportasi Udara Di Indonesia,( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 1 
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dilakukan pemeriksaan berkala hanya terbatas pada mobil penumpang 

umum dan kendaraan barang.
2
 

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah dibidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada  Pasal 9 maka Tugas dan Fungsi Dinas 

Perhubungan
3
 ialah sebagai berikut:  

1. Penetapan Rencana Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,pemasangan, 

pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam 

rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, 

keselamatan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas. 

3. Persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, pada pasal 

49 dijelaskan bahwa persyaratan teknis terdiri atas: Susunan, 

Perlengkapan, Ukuran,Karoseri, Rancangan teknis kendaraan sesuai 

dengan peruntukannya, Pemuatan, Penggunaan, Penggandengan 

kendaraan bermotor,  Penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan 

layak jalan
4
 dijelaskan juga pada pasal ini:  

                                                           
2
H Hafiid, Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan 

Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 2017,Vol 14 No 2. 
3
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
4
 Ibid 
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a. Emisi gas buang, salah satu sumber terbesar dari pencemaran 

udara berasal dari gas buang kendaraan padahal manusia 

sangat bergantung pada kendaraan untuk mobilitasnya.
5
 

b. Kebisingan suara  

c. Efisiensi sistem rem utama 

d. Efisiensi sistem rem parkir  

e. Suara klakson 

f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama  

g. Radius putar 

h. Akurasi alat penunjuk kecepatan 

i. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban 

j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan 

4. Perizinan Angkutan Umum 

5. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi dibidang sarana 

dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

6. Pembinaan Sumber Daya Manusia penyelenggara sarana dan 

prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan 

umum,persyaratan teknis dan kelayakan jalan Kendaraan Bermotor  

                                                           
5
 Aryo Sasmita dkk, 2022, Analisis Pengaruh Kecepatan dan Volume Kendaraan 

terhadap Emisi dan Konsentrasi Karbon Monoksida di Jalan Jendral Sudirman Kota 

Pekanbaru. Jurnal Teknik Sipil Vol. 16 No. 4. 
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yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 
6
 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan pada Pasal 53 menjelaskan bahwa pengujian berkala 

meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan 

pengesahan hasil uji. Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan 

bermotor
7
 yang dilaksanakan oleh: 

a. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota 

b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat 

izin dari Pemerintah  

c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari 

pemerintah 

Pencabutan izin usaha perjalanan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru karena tidak ada uji berkala pada travel. Di Kota Pekanbaru 

banyak terjadi kasus hilangnya nyawa penumpang angkutan travel hanya 

karena rem atau ban kendaraan tidak memenuhi syarat. Hal ini diduga 

karena pengujian tidak terpantau secara ketat dan hampir tidak berjalan 

sesuai mekanisme, selain itu masih ada kendaraan yang tidak melakukan uji 

kelayakan kendaraan bermotor.  

Oleh karena itu, diharapkan petugas tes lebih selektif dalam menerbitkan 

surat keterangan lulus tes. Dengan begitu angkutan umum yang dinilai 

                                                           
6
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
7
 Ibid 
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kurang unsur keselamatannya tidak bisa beroperasi di jalan. Sebab selama 

ini masih banyak angkutan umum yang masih beroperasi, meski terlihat 

kurang aman bagi penumpang atau pengguna jalan lainnya.
8
 

Tabel I.I Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif 

dan Non Aktif pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

 

No. Jenis Kendaraan Aktif Non Aktif Jumlah Aktif Non Aktif Jumlah 

1. AJ DP   -   - 

2. Taksi 70 1.152 1.222 133 1.218 1.351 

3. Oplet 12 1.830 1.842 2 1.842 1.844 

4. Rental 129 1,526 1,655 92 1,659 1.751 

5. Oto Bis 961 2.414 3,375 895 3,643 4,538 

6. Mini Bus 309 2.534 2.843 183 2,859 3,042 

7. Pick Up 18,865 37,314 56,179 16,680 730 17,410 

8. Truk Sumbu -2 6,938 22,310 29,248 5,954 676 6,630 

9. Truk Sumbu -3 2,045 4,540 6,585 305 1,355 1,660 

10. Tanki Sumbu -2 350 962 1,312 298 6,683 6,981 

11. Tanki Sumbu-3 138 509 647 121 29,996 30,117 

12. Trucror Head 236 465 701 160 59,629 59,789 

13. Kereta Tempelan 125 456 581 81 633 714 

14. Kereta Gandengan - 4 4  4 4 

15. Kendaraan Khusus 370 411 781 318 835 1,153 

 Jumlah  30,548 76,427 106,975 25,222 111,762 136,984 

Sumber: Data UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa masih banyak masyarakat pengguna 

kendaraan bermotor yang non-aktif atau tidak melakukan uji berkala 

kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sangat membahayakan baik itu bagi 

pengguna kendaraan ataupun masyarakat lainnya dikarenakan kendaraan 

yang belum tentu layak untuk dioperasikan.
9
  

                                                           
8
 Desmon Simanjutak dkk, Pencabutan Izin Usaha Perjalanan karena tidak ada 

uji berkala di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009,Proceeding IAIN Batusangkar 2022, Vol. 1 No. 1. 
9
 Indah Oktarianda. Zaili Rusli, 2023, Pengawasan Penerapan Smart Card Blue 

oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru, Jurnal Pendidikan 

Tambusai Vol.7 No. 1. 

  2022    2023 
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Namun Pelaksanaan Pencabutan izin usaha perjalanan pada travel tidak 

terlaksana dengan baik karena adanya hambatan-hambatan yaitu:  rendahnya 

kesadaran hukum pemilik travel, kurangnya pengawasan dan penegakan 

hukum yang belum optimal. 
10

 

Peran Dinas Perhubungan terhadap pengujian kendaraan sangat penting, 

kendaraan yang di uji oleh UPTD Dinas Perhubungan salah satunya 

keadaan fisik kendaraan tersebut jika kendaraan tersebut tidak mengikuti 

pengujian maka kendaraan menjadi tidak aman karena kendaraan itu 

membawa penumpang maupun barang yang akan membahayakan. Maka 

dari itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mencabut izin usaha perjalanan 

travel itu sampai perusahaan travel itu mengikuti pengujian kendaraan yang 

di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
11

 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, melalui UPT Pengujian Kendaraan 

Bermotor mengadakan sosialisasi uji KIR Kendaraan. Pengujian Kendaraan 

dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. 

 Menurut Kepala UPT PKB Dishub Kota Pekanbaru bahwa pihaknya 

mengadakan sosialisasi dan imbauan agar perusahaan angkutan melakukan 

pengujian kendaraan tepat waktu, serta pihaknya juga memberi izin surat 

kepada perusahaan angkutan agar melakukan uji KIR secara berkala.  

Bahwa  Imbauan melalui media sosial meningkatkan keselamatan 

berkendara di jalan raya dan guna memastikan kendaraan tersebut layak 

jalan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid 
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lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

133 Tahun 2015 tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
12

 

Penyebab banyaknya pengendara kendaraan bermotor seperti mobil 

penumpang, truk dan bus tidak mengikuti uji KIR  karena pelaksana belum 

tepat waktu dalam menyelesaikan pelayanannya sehingga banyak 

pengendara merasa dirugikan karena waktunya tidak sesuai dan relatif 

cukup lama. Sedangkan waktu penyelesaian Uji KIR tersebut ialah 25 menit 

merupakan waktu maksimal dalam pelaksanaan pengujian sampai buku 

bukti Uji KIR diterbitkan. Namun pada kenyataannya masih saja ditemukan 

ketidaktepatan waktu penyelesaian yang terjadi dilapangan. 
13

 

Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan di bidang transportasi 

dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1992. Hal ini merupakan langkah kehati-hatian dalam penerapan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

khususnya dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan kendaraan 

bermotor. Sesuai ketentuan Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 

Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya wajib 

dilakukan pengujian. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan 

pengujian yang ada, maka kewajiban pengujian yang ada saat ini masih 

                                                           
12

Media Center Riau, “Dishub: Kendaraan Angkutan Wajib Lakukan Uji KIR 

Berkala sekali 6 bulan”, artikel dari https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/79768/dishub-

kendaraan-angkutan-wajib-lakukan-uji-k. Diakses  pada 05 Desember 2023. 
13

 JA Rajagukguk NL Meilani, Pelayanan Uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Bidang 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2018, Vol.5 No. 2. 

https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/79768/dishub-kendaraan-angkutan-wajib-lakukan-uji-k
https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/79768/dishub-kendaraan-angkutan-wajib-lakukan-uji-k
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terbatas pada jenis kendaraan bermotor tertentu, yaitu truk, bus, kendaraan 

khusus, dan angkutan umum. 

Kendaraan jenis ini harus menjalani uji keselamatan jalan  setiap enam 

bulan sekali. Dinas transportasi perlu mengoptimalkan pelayanan 

pemeriksaan kendaraannya. Keberadaan jasa pemeriksaan kendaraan  ini 

dinilai menjadi elemen yang sangat penting  dalam pengelolaan transportasi 

darat. Oleh karena itu, pihak jasa angkutan wajib memberikan pelayanan 

yang baik setiap saat agar pengguna mobil senang melakukan uji kelayakan 

kendaraan. 
14

 

Pelayanan publik memerlukan kinerja pelayanan publik yang baik untuk 

mencapai tujuan kepuasan pengguna jasa pemeriksaan kendaraan. Dalam 

industri transportasi saat ini, produsen  mengutamakan pelayanan bagi 

manusia dan barang bagi konsumen. Untuk menarik konsumen, perlu 

memperoleh izin pengoperasian di jalan tersebut sebagai tempat pengujian 

kendaraan/transportasi. 

 Jasa pemeriksaan kendaraan adalah pemeriksaan  kondisi kendaraan 

yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui apakah suatu kendaraan  

memenuhi persyaratan lalu lintas, termasuk kelengkapan dokumentasi 

kendaraan  yang menjadi tanggung jawab otoritas transportasi. Selain 

                                                           
14

 H Hafiid, Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan 

Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 2017,Vol 14 No 2. 
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pengecekan kondisi kendaraan , memerlukan jasa servis untuk menjamin 

kelancaran pemeriksaan  kendaraan  itu sendiri.
15

 

Permasalahan di bidang transportasi antara lain kecelakaan lalu lintas 

dan permasalahan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Langkah-langkah sedang 

diambil melalui pengujian kendaraan untuk mengurangi kecelakaan lalu 

lintas dan mengatasi masalah lingkungan.  

Tujuan dari pemeriksaan berkala kendaraan (PBKB) adalah untuk 

menjamin keselamatan  teknis  pengguna kendaraan, melindungi lingkungan 

hidup dari kemungkinan pencemaran yang ditimbulkan oleh pengguna 

kendaraan  di jalan, dan menjamin kendaraan  yang melintas di jalan  

memenuhi standar keselamatan. bertemu. Menjadikan angkutan darat ramah 

jalan dan menjadikan pelanggan angkutan darat merasa aman, nyaman, 

cepat/lancar, tertib/teratur, dan  lebih percaya diri terhadap sarana angkutan 

yang digunakan. persyaratan dan jalan.
16

 

 Pentingnya transportasi  tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan 

jasa untuk memindahkan orang dan barang melintasi wilayah. Selain itu, 

transportasi juga berfungsi sebagai pendukung, penggerak, dan pendorong 

pertumbuhan regional, memfasilitasi dan mengatur pembangunan serta 

dampaknya. 

Untuk menciptakan sistem transportasi yang efektif dan efisien, sistem 

transportasi harus ditata menjadi suatu sistem yang terintegrasi. 

                                                           
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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Perkembangannya terjadi melalui integrasi dan dinamisasi unsur-unsur yang 

terdiri dari jaringan infrastruktur, jaringan pelayanan, kendaraan dan 

manusia, serta transportasi. Dengan demikian, ditetapkan peraturan dan 

prosedur untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar, dan 

aman. 
17

 

Program pemeriksaan berkala kendaraan yang sedang dikembangkan  

adalah pemeriksaan berkala kendaraan bermotor secara komprehensif (emisi 

dan kelayakan jalan) dan akan dilakukan sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku dan peraturan departemen transportasi negara. Mengingat 

pengalaman pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kendaraan 

secara berkala saat ini, penerapan pemeriksaan kendaraan secara berkala 

saat ini mendapat kritik yang cukup keras dari berbagai kelompok 

masyarakat. Kenyataan dari dilakukannya pemeriksaan berkala terhadap 

kendaraan  yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan barang, 

kini semakin besar kemungkinan terjadinya penipuan. 
18

 

Selain itu, kendaraan yang menjalani pemeriksaan rutin dapat menyewa 

sementara perlengkapan kendaraan seperti kaca spion dan ban  tidak gundul 

hanya untuk menyelesaikan proses pemeriksaan. Setelah pemeriksaan 

berkala selesai, barang sewaan akan kami kembalikan. Pengujian KIR 

bukan sekadar formalitas, namun harus dilakukan secara ketat. Pemantauan 

tes kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, 

                                                           
17

 H Hafiid, Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan 

Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 2017,Vol 14 No 2. 
18

 Ibid 
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melainkan tes kebugaran dilakukan secara berkala sesuai prosedur yang 

telah ditetapkan.
19

 

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya 

kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak 

lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua 

aspek yaitu: 

1. Aspek keselamatan  

2. Aspek pencemaran  

Aspek keselamatan menyangkut kelayakan kendaraan di jalan raya 

sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan 

bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna 

memastikan kelayakan jalannya serta tingkat emisi yang di hasilkannya 

terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan menempatkan transportasi 

sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar 

lagi.
20

 

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk 

memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi 

merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas 

Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang 

transportasi. Dinas Perhubungan berusaha menciptakan system transportasi 

                                                           
19

 Ibid 
20

 H Hafiid, Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan 

Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 2017,Vol 14 No 2. 
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yang aman, lancar dan tertib agar masyarakat merasa nyaman berkendaraan. 

Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan 

untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan masyarakat 

dari kesesatan dalam perjalanan. 
21

 

Meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memberikan 

pemahaman pada Kru Angkutan tentang Peraturan/ Undang-undang Lalu 

Lintas. Apabila melihat fakta dijalan terkait kondisi fisik sebagian besar 

angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak.  

Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan 

sehingga mengganggu kenyamanan berkendara.
22

 

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan 

penelitian terhadap  Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian 

Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota 

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

B. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan 

dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang 

singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Tugas dinas perhubungan dalam pengujian 

                                                           
21

 Ibid 
22

 H Hafiid, Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan 

Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 2017,Vol 14 No 2. 
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kendaraan angkutan barang dan masyarakat diwilayah kota pekanbaru 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta faktor hambatan 

dalam pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan 

angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan? 

2. Apa faktor  penghambat pelaksanaan Tugas dinas perhubungan 

dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di 

wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Tugas dinas perhubungan dalam pengujian 

kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota 

Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam pelaksanaan  Tugas 

dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan 

masyarakat diwilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian 

lanjutan bagi pengembangan Hukum Tata Negara , khususnya bagi 

mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan 

tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Teori Kendaraan  

Kendaraan  sebagai sarana transportasi jalan raya dapat di bedakan 

atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Termasuk 

didalam kelompok kendaraan bermotor yaitu kendaraan beroda dua 

(sepeda motor), kendaraan beroda tiga (bemo,bajaj), kendaraan beroda 

empat atau lebih (mobil penumpang, truk, bis, trailer). Sepeda, becak, 

dokar termasuk di dalam kelompok kendaraan non motor. Kendaraan 

non motor banyak ditemukan di daerah perkotaan, sehingga karakteristik 

lalu lintas secara keseluruhan dipengaruhi juga oleh kendaraan jenis ini. 

Karena kendaraan non motor bergerak ditepi sebelah luar dan dengan 

kecepatan relatif  rendah,maka keberadaan jenis kendaraan ini umumnya 

dimasukkan dalam kelompok hambatan samping bagi arus lalu lintas
23

.  

Tabel II.I Klasifikasi Kendaraan 

Jenis Kendaraan Keterangan 

Sepeda Motor 

(SM) 

Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan panjang 

tidak lebih dari 2,5 m. 

Kendaraan 

Ringan (KR) 

Mobil penumpang (sedan, jeep, station 

wagon,oplet,minibus, mikrobus), pick up, truk kecil, 

dengan panjang tidak lebih dari atau sama dengan 

5,5 m. 

Kendaraan 

Sedang (KS) 

Bus dan truk 2 sumbu dengan panjang tidak lebih 

dari atau sama dengan 12,0 m. 

Kendaraan Berat 

(KB) 

Truk 3 sumbu dan truk kombinasi (truk gandengan 

dan truk tempelan dengan panjang lebih dari 12,0 m. 

Kendaraan 

Tidak Bermotor 

(KTB) 

Sepeda, becak, dokar,keretek, andong.  

                                                           
23

 Dwi Prasetyanto, Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, 

(Bandung:Penerbit Itenas) 2019, h.6 
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Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau 

kargo. Kendaraan merupakan bagian dari transportasi,pengertian 

transportasi menurut para ahli, Menurut Morlok transportasi adalah 

kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke 

tempat lain. Menurut Miro transportasi dapat diartikan usaha 

memindahkan , mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu 

tempat ke tempat lain, dimana di tempat ini objek tersebut lebih 

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sementara 

menurut Bowersox bahwa transportasi adalah perpindahan barang atau 

penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dimana produk di 

pindahkan ke tempat tujuan di butuhkan. Dan secara umum transportasi 

ialah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan /atau barang) dari 

suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.  

Transportasi secara umum sering dikaitkan dengan angkutan. 

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan 

( Undang-undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan). Sementara menurut Munawar mendefinisikan angkutan 

sebagai pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan kendaraan. Berikut Jenis-jenis angkutan: 

1.  Angkutan Barang 

Berbeda dengan perjalanan orang, barang umumnya diangkut untuk 

jarak yang lebih jauh, lebih sedikit pelanggan,dan lebih beragam. Selain itu, 
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berbagai jenis barang mempunyai perbandingan volume dan berat yang 

beragam pula serta berbagai ciri yang menuntut sistem pengangkutan yang 

khusus. Sebagai contoh mengangkut barang cair tidak sama dengan 

mengangkut barang padat, mengangkut barang yang mudah meledak atau 

barang berbahaya lainnya harus memenuhi persyaratan khusus. 

Secara umum barang dapat dikelompokan dalam tiga macam yaitu 

barang kering (dry bulk goods), cair dan umum (generals goods). Masing-

masing memerlukan jenis moda yang berbeda karena sifat barang itu yang 

berbeda pula dan menghendaki penanganan tertentu selama proses 

pengangkutan.
24

 

Pengguna jalan tidak mematuhi batas muatan sumbu terberat (MST) 

tidak sesuai dengan klasifikasi jalan dan kelas jalan akan menyebabkan 

kegagalan infrastruktur jalan dan memperpendek umur pelayanan jalan.
25

 

Proses logistik tidak lepas dari peranan penting angkutan barang. 

Pergerakan angkutan barang sangat berpengaruh pada aktivitas produksi dan 

konsumsi.
26

 

a. .Barang Kering  

Barang kering adalah barang belum jadi atau bahan baku, pada 

umumnya tidak dikemas,dapat langsung dibongkar muat ke kendaraan atau 

tempat barang. Pengangkutan jenis barang ini biasanya dalam volume besar, 

                                                           
24

 Sidharta S. Kamarwan dll, “Sistem Transportasi”, (Jakarta : Universitas 

Gunadarma 1997), h. 97. 
25

 Sisca V Pandey. Lucia Lalamentik. 2014, Kelas Jalan Daerah untuk Angkutan 

Barang, Jurnal Teknik Sipil Vol.12 No. 60. 
26

 Gledis Patricia Aruperes, 2018, Analisis Pergerakan Angkutan Barang dari 

Kota Bitung, Jurnal Teknik Sipil Vol. 6 No. 1. 
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namun nilainya rendah dibanding dengan beratnya. Contohnya batu,pasir, 

besi beton. Untuk mengangkut barang semacam ini digunakan kendaraan 

besar dan terbuka.
27

 

b.  Cairan  

Cairan dapat dikelompokan dalam dua bagian, yaitu cairan dalam 

kemasan dan cairan curah. Mengangkut cairan dalam kemasan dapat 

dilakukan dengan kendaraan terbuka,sedangkan mengangkut cairan harus 

dilakukan dengan kendaraan tangki. Selain perlu penanganan khusus, perlu 

diperhatikan pula tumpahan. Bagi cairan berbahaya hal demikian tentu tidak 

boleh terjadi. Salah satu cara untuk menghindarkannya adalah 

mengangkutnya melalui pipa khusus.
28

 

c. Barang Umum 

Yaitu barang kiriman yang berupa barang jadi dan setengah jadi atau 

barang konsumsi seperti mobil, radio, makanan kaleng, suku cadang. Moda 

angkut yang digunakan untuk mengangkut barang jenis ini amat beragam 

namun ada satu perbedaan tegas yang harus dilakukan yaitu pemisah atas 

muatan unit dan muatan biasa. Muatan biasa mudah ditangani bahkan juga 

dipindahkan dari moda satu ke moda yang lainnya. Untuk memudahkan 

pemindahan barang umum ini biasanya disatukan dalam muatan unit. 

Beberapa bentuk muatan unit misalnya peti kemas, kereta gandengan,dll. 
29

 

                                                           
27

Ibid  
28

 Ibid 
29

 Sidharta S. Kamarwan dkk, “Sistem Transportasi”, (Jakarta : Universitas 

Gunadarma ,1997), h. 97. 
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2. Angkutan Penumpang 

Pengangkutan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pengangkutan 

orang atau sering disebut pengangkutan penumpang dan pengangkutan 

barang. Proses pengangkutan penumpang dapat dilakukan dengan 

menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan 

(diangkut oleh orang, misalnya jalan kaki). 

Pengangkutan penumpang mempunyai tujuan membantu 

orang/kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang 

dikehendaki. Pengangkutan penumpang umumnya dilakukan dengan sarana 

angkut berupa kendaraan. Dari segi pemilikan kendaraan dapat 

dikategorikan menjadi angkutan (kendaraan) pribadi dan angkutan 

(kendaraan) umum.
30

 

a. Angkutan Pribadi  

Salah satu ciri angkutan pribadi adalah bebas menentukan 

lintasannya maupun waktu perjalanan itu sendiri. Kendaraan pribadi (mobil) 

atau sepeda motor memiliki mobilitas pergerakan yang tinggi sehingga 

meningkatkan seseorang untuk melakukan aktivitas (pergerakan). Contoh 

angkutan pribadi tanpa kendaraan bermotor adalah pedestrian, sepeda, 

becak,kereta, gerobak dan lain-lain. 

 

 

                                                           
30

 Sidharta S. Kamarwan dkk, “Sistem Transportasi”, (Jakarta : Universitas 

Gunadarma 1997), h. 95. 
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b. Angkutan Umum 

Definisi angkutan umum menurut Undang-Undang adalah angkutan 

untuk mana penggunanya dipungut bayaran. Konsep angkutan publik atau 

umum muncul karena tidak semua warga masyarakat memiliki kendaraan 

pribadi sehingga negara berkewajiban menyediakan angkutan bagi 

masyarakat secara keseluruhan.
31

 

Sangat disadari bahwa moda angkutan umum jauh lebih efisien daripada 

moda angkutan pribadi. Tidak mungkin menampung semua kendaraan 

pribadi disuatu kota karena dibutuhkan ruang jalan yang sangat luas.
32

 

Angkutan Umum sebagai bagian sistem transportasi merupakan 

kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota 

pada umumnya.
33

 

B. Pengujian Kendaraan Bermotor 

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan 

Bermotor Kota Pekanbaru adalah salah satu kantor yang didirikan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru yang mana kantor tersebut dibawah naungan 

atau cabang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota 

Pekanbaru yang digunakan sebagai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.  

                                                           
31

 Ibid 
32

 Fera Lestari. Ahmad Ari Aldino, 2020, Pemilihan Moda Preferensi Angkutan 

Umum Khusus Perempuan di Kota Bandar Lampung. Jurnal Teknik Sipil Vol.6 No.2. 
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 Ari Widayanti, Bhertin Karunia, 2014, Permasalahan dan Pengembangan 

angkutan umum di Kota Surabaya. Jurnal Transportasi Vol. 14 No. 1. 
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Pengujian kendaraan yang disebut juga dengan uji mengemudi adalah 

serangkaian kegiatan yang menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian 

kendaraan bermotor, angkutan umum, trailer, kereta api, kendaraan khusus 

untuk memenuhi persyaratan teknis dan lalu lintas sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Republik mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

Raya. Dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali untuk menjamin 

keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan publik.
34

 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tujuan lalu lintas dan 

angkutan jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan berdaya guna, serta dipadukan 

dengan sarana transportasi lain untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air.  

Kami mendukung distribusi yang adil, pertumbuhan dan stabilitas 

sebagai sesuatu yang memajukan, mendorong dan mendukung 

pembangunan negara, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya 

beli masyarakat.
35

 

Untuk mencapai hal ini, semua spesifikasi harus memenuhi persyaratan 

teknis dan batasan lalu lintas serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya. 

Penyelenggaraan pengujian kendaraan merupakan pelayanan publik yang 

                                                           
34

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, 

Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara 5317 tentang 
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memperhatikan aspek keselamatan  teknis  pengguna kendaraan yang 

melakukan perjalanan di jalan hingga mencapai tujuan, serta dampak 

lingkungan dari  pencemaran yang mungkin ditimbulkan oleh kendaraan  

yang digunakan di jalan tersebut. atas pertimbangan dan oleh karena itu 

ditujukan untuk mengejar keuntungan materi. 

Pengaturan dan pengelolaan kendaraan dan pengemudi  tidak dapat 

dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang  merupakan 

bagian integral dari sistem transportasi nasional secara keseluruhan. 

Memang benar bahwa kegiatan pengaturan dan pembinaan ini memerlukan 

partisipasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat 

yang bertanggung jawab di bidang transportasi dan transportasi jalan raya. 

Untuk mencapai efisiensi dan hasil  yang optimal diperlukan  pengaturan 

dan pengembangan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal 

ini dapat tercapai apabila kegiatan pengaturan dan pembinaan  masing-

masing instansi  terkoordinasi secara utuh, tertib, tertib dan sinergis, tanpa 

mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. 

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
36

, diatur kewajiban 

pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya,dalam rangka 

mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib 

administrasi,pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan 

diIndonesia,mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang 
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menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, 

rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi 

kebutuhan dan lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional. 

C. Jenis Kendaraan Yang Di Uji 

Dinas perhubungan menjalankan tugasnya melakukan pengujian 

kendaraan bermotor pada berbagai jenis kendaraan, diantaranya: 

1. Taxi ialah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum 

yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang 

melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam 

kawasan perkotaan. 

2. Mobil Sewa adalah kendaraan yang disewakan untuk keperluan tertentu, 

seperti rekreasi, mudik,kunjungan keluarga, dan lain sebagainya. Mobil 

sewa juga dikenal dengan istilah rental mobil. 

3. Mobil pick up ialah kendaraan bermotor yang memiliki bak terbuka di 

bagian belakang untuk mengangkut barang bawaan. 

4. Bus merupakan kendaraan bermotor angkutan umum yang beroda empat 

atau lebih dan dapat memuat banyak penumpang. 

5. Truk adalah kendaraan beroda empat atau lebih untuk mengangkut 

barang. Truk juga disebut sebagai mobil barang. Dalam bentuk yang 

kecil, mobil barang disebut sebagai losbak. Truk barang yang memiliki 

3 sumbu, 1 di depan, dan tandem dibelakang disebut sebagai truk 

tronton, dan untuk yang digunakan untukangkutan peti kemas dalam 

bentuk tempelan disebut sebagai truk gandeng. Terdapat pula jenis truk 
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tangki yang berguna untuk mengangkut cairan seperti susu, bahan bakar 

minyak dan sebagainya. 

Dinas Perhubungan melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji 

KIR untuk memastikan kendaraan layak beroperasi dijalan raya. Uji KIR  

meliputi : pemeriksaan sistem pengereman,kemudi,lampu,tekanan angin 

ban, kincup kestabilan roda depan, pemeriksaan dokumen kelengkapan 

kendaraan seperti STNK dan STRKB, pemeriksaan keaslian nomor angka 

kendaraan . 

Tabel III.I Data Kendaraan Angkutan Barang dan Mayarakat 

Angkutan Barang Angkutan Masyarakat 

Truck Sumbu -2 AJDP 

Truck Sumbu -3 Taksi 

Tanki Sumbu -2 Oplet 

Tanki Sumbu -3 Rental 

Trucror Head Oto Bis 

Kereta Tempelan Mini Bis 

Kereta Gandengan Pick Up 

Kendaraan Khusus 

Sumber: Data UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023 
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D. Dasar Hukum 

Dasar Hukum pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan pada  Pasal 9 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
37

 ialah 

sebagai berikut:  

1) Penetapan Rencana Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,pemasangan, 

pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam 

rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, 

keselamatan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas. 

3) Persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, pada pasal 

49 dijelaskan bahwa persyaratan teknis terdiri atas: Susunan, 

Perlengkapan, Ukuran,Karoseri, Rancangan teknis kendaraan sesuai 

dengan peruntukannya, Pemuatan, Penggunaan, Penggandengan 

kendaraan bermotor,  Penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan 

layak jalan
38

 dijelaskan juga pada pasal ini:  

a. Emisi gas buang, salah satu sumber terbesar dari pencemaran 

udara berasal dari gas buang kendaraan padahal manusia 

sangat bergantung pada kendaraan untuk mobilitasnya.
39
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 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
38

 Ibid 
39

 Aryo Sasmita dkk, 2022, Analisis Pengaruh Kecepatan dan Volume Kendaraan 

terhadap Emisi dan Konsentrasi Karbon Monoksida di Jalan Jendral Sudirman Kota 

Pekanbaru. Jurnal Teknik Sipil Vol. 16 No. 4. 
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b. Kebisingan suara  

c. Efisiensi sistem rem utama 

d. Efisiensi sistem rem parkir  

e. Suara klakson 

f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama  

g. Radius putar 

h. Akurasi alat penunjuk kecepatan 

i. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban 

j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan 

4) Perizinan Angkutan Umum 

5) Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi dibidang sarana 

dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

6) Pembinaan Sumber Daya Manusia penyelenggara sarana dan 

prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

7) Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan 

umum,persyaratan teknis dan kelayakan jalan Kendaraan Bermotor  

yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 
40

 

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan pada Pasal 53 menjelaskan bahwa pengujian berkala 

meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor 
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dan pengesahan hasil uji. Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik 

kendaraan bermotor
41

 yang dilaksanakan oleh: 

1) Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota 

2) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin 

dari Pemerintah  

3) Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari 

pemerintah 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 

tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 

d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Perda No. 34 tahun 2009 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota 

Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan 

Organisasi,Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

E. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Perda No. 34 tahun 

2009 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru
42

 Pasal 4 dijelaskan bahwa Tugas Pokok Dinas Perhubungan 

ialah sebagai berikut: “Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan 
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 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kawasan Perkotaan. 
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yang diserahkan (desentralisasi) dan dipekerjakan kepada daerah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” 

Sedangkan menyangkut fungsi Perda No. 34 tahun 2009 Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
43

 Pasal 5 

menyatakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas 

Perhubungan menyelengarakan fungsi: 

a) Pengumpulan dan pengelolaan data,menyusun rencana dan program 

di bidang perhubungan kabupaten 

b) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan 

kabupaten 

c) Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 

pelaksanaan tugas dibidang perhubungan laut 

d) Koordinasi,pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan 

tugas dibidang pos dan telekomunikasi 

e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum 

dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas 

Perhubungan.
44

 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dimana hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas 
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Perhubungan Kota Pekanbaru. Kantor UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Kota Pekanbaru dituntut untuk berperan penting dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang dan melakukan 

pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan dalam 

menggunakan kendaraan mereka.
45

 

1) Visi  

“ Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyedia jasa 

transportasi dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal 

dan terjangkau.” 

2) Misi 

a) Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia 

(SDM)  perhubungan yang berkualitas dan professional. 

b) Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksebilitas 

dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan. 

c) Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan 

sarana dan prasarana serta sistem jaringan transportasi. 

d) Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan 

operasional perhubungan. 

F. Penelitian Terdahulu 

 Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa 

penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat 

dijadikan referensi. Penelitian-penelitian tersebut adalah :  

                                                           
45

 Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 9 ; tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah. 
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1. ALI IMRON NASUTION, (2021) Pelaksanaan Pengawasan 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro 

Pekanbaru (TMP) di Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

2. Harits Hafiid, (2020), Peran Dinas Perhubungan Dalam  

Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di 

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. 

3. M. Yasin, (2016) Peran Dinas Perhubungan terhadap kelayakan 

angkutan kota berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan di Pekanbaru. 

4. Putri Novi Duwindi, (2015) Tinjauan Yuridis Terhadap 

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam pengaturan Lalu lintas 

di Kota Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada 

skripsi yang secara khusus membahas tentang pengujian kendaraan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bisa dilihat pada 

judul pertama bahwasannya membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru 

(TMP) di Kota Pekanbaru. Hal itu berbeda dengan penelitian yang akan 

saya laksanakan, dipenelitian saya lebih tertuju kepada pengujian kendaraan 

dan di judul pertama peraturan yang digunakan yakni Nomor 106 tahun 

2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi serta tata kerja 
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Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan di penelitian saya 

menggunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Judul kedua membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam 

Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota 

Administrasi Jakarta Utara. Bisa dilihat pada judul kedua ini bahwasanya 

membahas Tugas Dinas Perhubungan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta 

Utara sedangkan penelitian yang saya laksanakan di wilayah Kota 

Pekanbaru, lalu pada judul kedua tidak mencantumkan Undang-Undang 

pada judul, sementara pada penelitian saya mencantumkan Undang-Undang 

pada judul saya.  

Judul ketiga membahas tentang Peran Dinas Perhubungan terhadap 

kelayakan angkutan kota. Hal itu berbeda dengan penelitian yang akan saya 

laksanakan, di penelitian saya lebih tertuju kepada pengujian kendaraan 

angkutan barang dan masyarakat dan di judul ketiga Peraturan yang 

digunakan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan di Pekanbaru. Sedangkan di penelitian saya 

mengunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 Judul keempat membahas tentang pengaturan lalu lintas sedangkan 

penelitian saya lebih tertuju kepada pengujian kendaraan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan ini ialah penelitian 

hukum empiris, Penelitian ini hanya merupakan suatu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan, mengambarkan, dan mendeskripsikan Tugas 

Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan 

Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical 

legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch 

juridisch onderzoek 
46

 merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian 

hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata 

(actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang 

dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, 

penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. 

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian 

hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli 

tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai 
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 Salim SH san Erlies Septiana Nurbani,” Penerapan Teori Hukum pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi”, (  Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2013), h. 20. 
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berikut: Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum 

empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-

undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data 

primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). 

Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan 

kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau 

yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. 

Abdul kadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum 

empiris menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala 

yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh 

anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai 

pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, 

serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. 

Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak 

dilarang oleh Undang-Undang (statute law), tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum (public order), dan tidak pula bertentangan dengan tata 

susila masyarakat (sosial ethics). Perilaku yang berpola ini umumnya 

terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai 

etnis di Indonesia.
47

 

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum 

yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan 
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 Abdul Kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, ( Bandung : Citra 

Aditya Bakti., 2004), h. 55. 
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dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, 

maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian 

hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil 

dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau 

lembaga pemerintah. 

 Menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang 

menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap 

individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan 

menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau 

lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya 

hukum”.
48

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam metode empiris 

ini ialah dengan melaksanakan identifikasi hukum, yaitu menilai dampak 

hukum dan mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan 

realitas sosial.
49

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Kantor Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan 

Candradimuka Kecamatan Tampan. Penelitian ini dimulai dari pengajuan 
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 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, (Nusa Tenggara Barat : Mataram 

University Press, 2020), h. 80. 
49

 Ani Purwati, “Metode Penelitian Hukum Teori &Praktek”, ( Surabaya : CV. 

Jakad Media Publishing, 2020), h. 11. 
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sudut pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan proposal yang 

dilakukan tertentu hingga dianggap layak untuk diseminarkan.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit 

penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu 

yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di 

pelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam Penelitian 

ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sub Bagian 

Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sub Bagian Program 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bidang Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bidang 

Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, Staff  UPTD Uji Kendaraan Bermotor 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Pemilik Kendaraan yang 

diuji oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  

2. Sampel 

Merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu 

penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi 

populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap 

sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili 



36 
 

 
 

keseluruhan gejala yang diamati. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu 

teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, digunakan 

apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, cara 

penentuannya adalah peneliti telah menentukan atau menunjuk 

sendiri sampel dalam penelitiannya. Hal ini berarti, pengambilan 

sampel secara purposive sampling yang telah ditunjuk memiliki ciri-

ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian dan 

mengarah pada data yang dibutuhkan. Dapat diketahui, semua 

bidang pada Dinas yang diteliti terkait dengan Pengujian Kendaraan 

Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Pekanbaru. 

Tabel IV.I Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel Presentase 

1.  Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru 

7 7 100% 

 

2.  Pemilik Kendaraan yang 

diuji oleh Dinas 

Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

120 60 50% 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Sumber data primer di dapatkan 

melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan 

observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian 
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ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil 

pengamatan langsung di lapangan yang di peroleh melalui 

wawancara. Data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak 

yang terlibat dalam permasalahan  Tugas Dinas Perhubungan dalam 

Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat khususnya 

di Wilayah Kota Pekanbaru. Adapun pihak yang terlibat yaitu 

Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  

2. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang 

lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder di gunakan untuk 

mendukung informasi yang di dapatkan dari sumber data primer 

yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu,buku, 

laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan dan 

sebagainya. Peneliti memperoleh data sekunder dari laporan dan 

profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk 

dilapangan adalah sebagai berikut :  

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dalam 

penelitian ini dapat dilakukan secara terlibat maupun non 

terlibat. Maksudnya pengamatan terlibat merupakan jenis 
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pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang 

menjadi sasaran penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada 

kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti 

tidak terlibat secara langsung, namun peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. Tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung merupakan suatu bentuk komunikasi 

atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan 

secara langsung melakukan wawancara dengan pemberi 

informasi yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui 

masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar 

pertanyaan. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang telah disusun penulis sebagai acuan 

untuk mencari informasi, namun sifatnya tidak mengikat 

sehingga banyak pertanyaan yang baru muncul ketika 

wawancara yang terkait Tugas Dinas Perhubungan Dalam 

Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di 

Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis 

yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah 

penelitian. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis kualitatif, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, 

kemudian dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan.Oleh karena itu, 

yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata 

bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran 

tersebut.
50

 

 

                                                           
50

 Muhaimin,” Metode Penelitian Hukum”,( Nusa Tenggara Barat : Mataram 

University Press, 2020), h. 105. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai Tugas Dinas Perhubungan 

dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah 

Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa : 

1) Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan 

Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yakni Menentukan standar pengujian kendaraan, 

adalah standar yang diterapkan atau dilaksanakan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan 

dan Melakukan pengukuran/ penilaian, yaitu dengan menghitung 

jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian di UPT Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru setiap bulannya dan membandingkan 

dengan jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar di UPT Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru serta Melakukan tindakan perbaikan, 

yakni tindakan yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang 

apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan standar atau 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan 

kesimpulan yang diuraikan Tugas Dinas Perhubungkan Dalam 
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Pengujian Kendaraan  dinilai masih belum maksimal karena masih 

banyak kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan. 

2) Faktor Penghambat  Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam 

Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah 

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Dibagi menjadi 2 

yakni Faktor penghambat dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam 

organisasi tersebut dan faktor eksternal adalah hambatan yang 

berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat eksternal dalam 

pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan yakni Rendahnya Kesadaran 

Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan dan Kurangnya 

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan. Sementara 

itu faktor penghambat internal dalam pelaksanaan Tugas Dinas 

Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan  ialah Kurangnya 

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang  belum optimal,  Jumlah 

Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas ,Sarana dan Prasarana 

Kurang Lengkap dan  Kurangnya Sosialisasi. 

B.   Saran 

1) Diperlukannya ketegasan UPTD Pengujian Kendaraan dalam 

melaksanakan pengujian kendaraan, sehingga kendaraan yang 

beroperasi di Kota Pekanbaru memang layak jalan sesuai dengan 

persyaratan kendaraan layak jalan yang telah ditetapkan. 
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2) Perlu adanya kegiatan sosialisasi kebijakan yang tepat sasaran dan 

himbauan diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik 

agar kebijakan yang akan dilaksanakan dipahami oleh wajib uji 

sehingga akan timbul kesadaran akan pentingnya melakukan 

pengujian kendaraan bermotor secara berkala demi keselamatan dan 

keamanan masyarakat.  
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